
 

  

BERITA  NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA  
No. 252, 2021  KEMENDESA -PDT. BUM  Desa/BUM  Desa 

Bersama . 
 
 

PERATURAN MENTERI  

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR  3 TAHUN 2021  

TENTANG  

PENDAFTARAN, PENDAT AAN DAN PEMERINGKATAN, PEMBINAAN  DAN 

PENGEMBANGAN, DAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN 

USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA , 

 

 

Menimbang  : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal 9 ayat (4), Pasal 

12 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 71 ayat (3), dan Pasal 72 

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa,  perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi tentang Pendaftaran, Pendataan dan 

Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan 

Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik 

Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;  

 

Mengingat  : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ; 

  2.  Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  

  3.  Undang -Undan g Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495);  

  4.  Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573);  

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6623);  

  6.  Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 192);  

  7.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah  

Tertinggal, dan Transmigrasi N omor 15 Tahun 2020  

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,  

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  

1256);  

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGA L, DAN TRANSMIGRASI TENTANG 

PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERINGKATAN, 

PEMBINAAN  DAN PENGEMBANGAN, DAN PENGADAAN 

BARANG DAN/ATAU JASA BADAN USAHA MILIK 

DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.  

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dima ksud dengan:  
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1.  Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM 

Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa 

dan/atau bersama desa -desa guna mengelola usaha, 

memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, da n/atau 

menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar -

besarnya kesejahteraan masyarakat desa.  

2.  Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi 

dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri 

oleh BUM Desa.  

3.  Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik B UM 

Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi 

dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang 

melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.  

4.  Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah 

kesatuan masyarakat huk um yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Nega ra Kesatuan Republik 

Indonesia.  

5.  Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Desa.  

6.  Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 

adalah musyawarah antara badan pe rmusyawaratan 

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa 

untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.  

7.  Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama 

antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh ma sing -

masing badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, 

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas 

kesepakatan masing -masing kepala Desa dal am rangka 

kerja sama antar Desa.  



2021, No.  252 -4- 

 

8.  Peraturan Desa adalah peraturan perundang -undangan 

yang ditetapkan oleh kepal a Desa setelah dibahas dan 

disepakati bersama badan permusyawaratan Desa.  

9.  Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang 

ditetapkan oleh kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih 

yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah 

Antar Desa dalam ran gka kerja sama antar Desa.  

10.  Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata 

laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau 

Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM 

Desa.  

11.  Organisasi BUM Desa ad alah kelengkapan organisasi 

BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah 

Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana 

operasional, dan pengawas.  

12.  Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data 

kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang 

disediakan oleh Ke menterian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan 

secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas 

perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan 

sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi 

yang berguna dalam penin gkatan efektivitas dan efisiensi 

pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan 

strategis pembangunan Desa.  

13.  Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan 

daerah tertinggal, dan transmigrasi.  

14.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah 

tertinggal, dan transmigrasi.  
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BAB II  

PENDAFTARAN NAMA DAN PENDAFTARAN BUM DESA/BUM 

DESA BERSAMA  

 

Bagian Kesatu  

Pendaftaran Nama BUM Desa/BUM Desa Bersama  

 

Pasal 2 

(1) Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama 

dilakukan oleh pemohon melalui Sistem Informasi Desa.  

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas:  

a. kepala Desa untuk BUM Desa; atau  

b.  kepala Desa yang diberi kuasa oleh para Kepala 

Desa dari Desa pendi ri untuk BUM Desa bersama.  

(3) Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum 

pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa 

mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.  

 

Pasal 3  

(1) Pendaftaran nama BUM Desa/B UM Desa bersama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara 

elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran 

nama BUM Desa/BUM Desa bersama.  

(2) Formulir isian pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa 

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:  

a. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang diajukan;  

b.  jenis BUM Desa:  

1.  BUM Desa; atau  

2.  BUM Desa bersama.  

c. nama administratif Desa pendiri; dan  

d.  alamat kedudukan BUM Desa/BUM Desa bersama.  

(3) Selain mengisi formulir isian pendaftaran nama BUM 

Desa/BUM Desa bersama sebagaima na dimaksud pada 

ayat (2), pemohon harus mengisi pernyataan secara 

elektronik yang menyatakan:  
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a. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang diajukan 

telah sesuai dengan ketentuan; dan  

b.  bertanggung jawab penuh terhadap nama BUM 

Desa/BUM Desa bersama yang diajukan.  

 

Pasal 4  

Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan : 

a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:  

1.  BUM Desa/BUM Desa bersama lain;  

2.  lembaga pemerintah; dan  

3.  lembaga internasional;  

b.  diawali dengan frasa B UM Desa dan diakhiri dengan 

nama administratif Desa untuk BUM Desa;  

c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM 

Desa bersama;  

d.  tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau 

kesusilaan;  

e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, 

serta usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;  

f.   terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan  

g. tidak mengandung bahasa asing.  

 

Pasal 5  

(1) Persetujuan penggunaan nama BUM Desa/BUM Desa 

bersama diberikan oleh Menteri secara elektronik.  

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan dalam bentuk surat persetujuan penggunaan 

nama dalam Sistem Informasi Desa.  

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling sedikit memuat:  

a. nomor pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa 

bersama;  

b.  nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang  dapat 

dipakai;  

c. nama pemohon;  
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d.  tanggal pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa 

bersama; dan  

e. tanggal kedaluwarsa.  

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

hanya untuk 1 (satu) nama BUM Desa/BUM Desa 

bersama.  

(5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pa da ayat (2) 

diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja.  

 

Pasal 6  

(1) Dalam hal nama tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri menolak 

nama BUM Desa/BUM Desa bersama secara elektronik.  

(2) Penolakan nama BUM Desa/BUM Desa bersama 

diberika n paling lama 1 (satu) hari kerja.  

 

Pasal 7  

Nama yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 berlaku untuk jangka waktu paling lama 40 (empat 

puluh) hari kerja sejak persetujuan pemakaian nama 

diberikan.  

 

Bagian Kedua  

Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama  

 

Pasal 8  

(1) Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan 

oleh Pemerintah Desa kepada Menteri melalui Sistem 

Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem 

administrasi badan hukum kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang  

hukum dan hak asasi manusia.  

(2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diwakili oleh pendaftar yang terdiri atas:  

a. kepala Desa untuk BUM Desa; atau  

b.  kepala Desa yang diberi kuasa oleh para kepala 

Desa dari Desa pendiri untuk BUM Desa bersama.  
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Pasal 9  

(1) Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara elektronik 

dengan mengisi formulir isian pendaftaran BUM 

Desa/BUM Desa bersama.  

(2) Formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa 

bersama sebagaimana dimaksud pada aya t (1) paling 

sedikit memuat:  

a. nomor pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa 

bersama yang telah didapatkan pada proses 

pendaftaran nama;  

b.  nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah 

disetujui oleh Menteri;  

c. jenis BUM Desa:  

1.  BUM Desa; atau  

2.  BUM Desa bersama.  

d.  nama admini stratif Desa pendiri;  

e. alamat BUM Desa/BUM Desa bersama;  

f.  modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama;  

g. identitas pendiri; dan  

h.  bidang usaha.  

(3) Ketentuan mengenai nama administratif Desa pendiri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat 

disesuaikan pada saat pe ndaftaran BUM Desa bersama.  

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) 

hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya 

Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala 

Desa mengenai pendiria n BUM Desa/BUM Desa 

bersama.  

(5) Dalam hal pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama 

melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), pendaftar mengulang proses pendaftaran mulai dari 

pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama.   
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Pasal 10  

(1) Pengisian form ulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM 

Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(4) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang 

disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi 

Desa.  

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa:  

a. berita acara Musyawarah Desa/Musyawarah Antar 

Desa pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;  

b.  Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala 

Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa 

bersama dan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa 

bersama yang merupakan bagian t idak terpisahkan 

dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala 

Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa 

bersama;  

c. anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa 

bersama; dan  

d.  rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa 

bersama.  

(3) Format dokumen pendukung sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini.  

 

Pasal 11  

Pendaftar wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang 

menyatakan:  

a. dokumen pendukung pendaftaran BUM Desa/BUM Desa 

bersama t elah lengkap dan benar;  

b.  formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa 

bersama dan dokumen pendukung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 telah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang -undangan; dan  
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c. bertanggung jawab penuh terhadap formulir isian 

pendafta ran BUM Desa/BUM Desa bersama dan 

dokumen pendukung.  

 

Bagian Ketiga  

Verifikasi Data Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama  

 

Pasal 12  

(1) Verifikasi data pendaftaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dilakukan oleh 

Kementerian.  

(2) Verifika si sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dilakukan 

pendaftaran melalui Sistem Informasi Desa.  

(3) Data BUM Desa/BUM Desa bersama yang lolos verifikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia 

untuk diterbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum 

BUM Desa/BUM Desa bersama.  

(4) Data BUM Desa/BUM Desa bersama yang tidak lolos 

verifikasi sebagaimana dimaksud pada ay at (2) 

dikembalikan kepada pendaftar untuk diperbaiki.  

 

Pasal 13  

Ketentuan mengenai alur proses pendaftaran BUM Desa/BUM 

Desa bersama tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
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BAB III  

PENDATAAN DAN P EMERINGKATAN BUM DESA/BUM DESA 

BERSAMA  

 

Bagian Kesatu  

Pendataan BUM Desa/BUM Desa Bersama  

 

Paragraf 1  

Pendataan  

 

Pasal  14  

(1) Pendataan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan 

oleh Kementerian berdasarkan data pendaftaran BUM 

Desa/BUM Desa bersama pada Sistem Info rmasi Desa.  

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit meliputi:  

a. aspek kelembagaan;  

b.  aspek manajemen;  

c. aspek Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama 

dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa 

bersama;  

d.  aspek kerja sama atau kemitraan;  

e. aspek aset dan permo dalan;  

f.  aspek administrasi, laporan keuangan, dan 

akuntabilitas; dan  

g. aspek keuntungan dan manfaat bagi Desa dan 

masyarakat Desa.  

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan 

pengembangan BUM Desa/BUM Desa b ersama.  

(4) BUM Desa/BUM Desa bersama berpartisipasi dalam 

pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui 

Sistem Informasi Desa.  
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(5) Ketentuan mengenai format administrasi, laporan 

keuangan, dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf f terc antum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini.  

 

Paragraf 2  

Pemutakhiran Data  

 

Pasal 15  

Pemutakhiran data BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan 

dalam hal terdapat:  

a. pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar;  

b.  pelapor an penghentian kegiatan usaha; atau  

c. pelaporan pengoperasionalan kegiatan usaha.  

 

Pasal 16  

(1) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM 

Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 huruf a meliputi:  

a. nama;  

b.  tempat kedudukan;  

c. maksud dan tujuan pendi rian;  

d.  modal;  

e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan 

umum;  

f.  nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, 

dan pengawas;  

g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan 

wewenang serta tata cara pengangkatan, 

penggantian, dan pemberhentian penasihat, 

pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan  

h.  ketentuan pokok penggunaan dan pembagian 

dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil 

usaha.  
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(2) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam 

Peraturan Desa atau Peratur an Bersama Kepala Desa.  

 

Pasal 17  

Dalam hal perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1) huruf a, ketentuan tata cara pendaftaran 

nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan 

Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis  terhadap perubaha n 

nama.  

 

Pasal 18  

(1) Dalam hal perubahan nama dan tempat kedudukan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a 

dan huruf b disampaikan kepada Menteri melalui Sistem 

Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem 

administrasi badan hukum kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum dan hak asasi manusia.  

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia 

menerbitkan perubahan sertifikat pendaftaran badan 

hukum BUM Desa/BUM Desa bersama . 

(3) Bentuk perubahan sertifikat pendaftaran badan hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang -undangan.  

 

Pasal 19  

(1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, 

di sampaikan kepada Menteri melalui Sistem Informasi 

Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan 

hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.  

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintah an di bidang hukum dan hak asasi manusia 

menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan 
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perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa 

bersama.  

(3) Bentuk surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang -und angan.  

 

Pasal 20  

(1) Pelaporan penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM 

Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

huruf b dilaporkan kepada Menteri melalui Sistem 

Informasi Desa.  

(2) Laporan penghentian kegiatan usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dila kukan oleh kepala Desa.  

(3) Laporan penghentian kegiatan usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) memuat:  

a. penyelesaian seluruh kewajiban; dan  

b.  pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian 

kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama 

kepada penyerta modal.  

 

Pasal  21  

(1) Pelaporan pengoperasionalan kegiatan usaha BUM 

Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 huruf c dilaporkan kepada Menteri melalui 

Sistem Informasi Desa.  

(2) Pengoperasionalan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa 

bersama sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) dilakukan 

melalui:  

a. penyertaan modal baru;  

b.  penataan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;  

c. pembentukan usaha baru; dan  

d.  tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang -undagan.  

(3) Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa 

mengenai Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa 
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bersama yang memuat perubahan Anggaran Dasar.  

 

Bagian  Kedua  

Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama  

 

Pasal 22  

(1) Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan 

oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.  

(2) Tim sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. pengarah  : Menteri;   

b.  ketua  : direktur jenderal yang mempunyai 

tugas dan fungsi di bidang 

pengembangan ekonomi dan inv estasi 

desa, daerah tertinggal, dan 

transmigrasi;  

c. sekretaris  : direktur yang mempunyai tugas dan 

fungsi di bidang pengembangan 

kelembagaan ekonomi dan investasi 

desa, daerah tertinggal, dan 

transmigrasi  

d.  anggota berasal dari pejabat pimpinan tinggi 

pratama,  pejabat administrasi, dan/atau pejabat 

fungsional di lingkungan Kementerian.  

(3) Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengukur 

perkembangan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa 

bersama dalam periode tertentu.  

(4) Pemeringkata n BUM Desa/BUM Desa bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada 

bulan februari tahun berjalan untuk mengukur 

perkembangan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa 

bersama tahun sebelumnya.  

(5) Pemeringkatan  BUM Desa/BUM Desa bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

berdasarkan aspek:  

a. kelembagaan;  

b.  manajemen;  
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c. Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau 

Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;  

d.  kerja sama atau kemitraan;  

e. aset dan permodalan;  

f.  administrasi pelaporan dan akuntabilitas; dan  

g. keuntungan dan m anfaat bagi Desa dan masyarakat 

Desa.  

(6) Hasil pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama 

dikelompokkan dalam 4 (empat) klasifikasi yaitu:  

a. level A klasifikasi maju dengan skor lebih dari atau 

sama dengan 85 (delapan puluh lima) sampai 

dengan 100 (seratus);  

b.  level  B klasifikasi berkembang dengan skor lebih 

dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh) sampai 

dengan 85 (delapan puluh lima);  

c. level C klasifikasi pemula dengan skor lebih dari 

atau sama dengan 55 (lima puluh lima) sampai 

dengan 70 (tujuh puluh); dan  

d.  level  D kl asifikasi perintis dengan skor kurang dari 

55 (lima puluh lima).  

(7) Hasil pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final yang 

menggambarkan kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama 

untuk periode tertentu.  

(8) Hasil pemeringkata n BUM Desa/BUM Desa bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan 

keputusan Menteri . 
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BAB IV  

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA 

BERSAMA  

 

Bagian Kesatu  

Umum  

 

Pasal 23  

(1) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa 

bersama dilaksanaka n oleh:  

a. Menteri untuk pembinaan dan pengembangan 

umum; dan  

b.  menteri/kepala lembaga pemerintah 

nonkementerian untuk pembinaan dan 

pengembangan teknis.  

(2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa 

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara  sinergis dan terkoordinasi.  

(3) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa 

bersama dapat dilaksanakan oleh gubernur dan/atau 

bupati/wali kota.  

 

Bagian Kedua  

Pembinaan  

 

Pasal 24  

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan untuk 

mencapai perencanaan, pengel olaan, pelaksanaan, dan sistem 

monitoring organisasi yang efektif dan efesien.  

 

Pasal 25  

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui strategi:  

a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;  

b.  peningkatan ku alitas manajemen dan penguatan 

organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;  
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c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa 

bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;  

d.  penguatan kerja sama atau kemitraan;  

e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;  

f.  peningkata n kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan 

dan akuntabilitas; dan  

g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi 

Desa dan masyarakat Desa.  

 

Pasal 26  

(1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa 

bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huru f a 

dijabarkan dalam program atau kegiatan:  

a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM 

Desa/BUM Desa bersama;  

b.  pemantauan dan pembinaan peraturan perundang -

undangan di tingkat daerah terkait BUM Desa/BUM 

Desa bersama;  

c. peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar 

dan anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa 

bersama;  

d.  penguatan citra BUM Desa/BUM Desa bersama 

sebagai badan hukum;  

e. diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUM 

Desa/BUM Desa bersama;  

f.  penyelenggaraan konsultasi dan/atau 

pendampingan terkait kelemb agaan BUM Desa/BUM 

Desa bersama;  

g. penguatan koordinasi antar para pemangku 

kepentingan dalam pengembangan BUM Desa/BUM 

Desa bersama;  

h.  penyediaan klinik konsultasi BUM Desa/BUM Desa 

bersama  yang berfungsi memberikan bantuan 

penyelesaian masalah;  

i.  pendampinga n pengelola kegiatan dana bergulir 

masyarakat eks program nasional pemberdayaan 

masyarakat perdesaan menjadi BUM Desa bersama; 
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dan  

j.  program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi 

kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama.  

(2) Strategi peningkatan kualitas man ajemen dan penguatan 

organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dijabarkan dalam 

program atau kegiatan:  

a. peningkatan efektifitas peran dan fungsi organisasi 

BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk 

Musyawarah Desa, penasihat , pelaksana 

operasional, dan pengawas;  

b.  peningkatan kapasitas penasihat, pelaksana 

operasional, pengawas, dan pegawai dalam 

penyusunan dan pelaksanaan rencana program 

kerja;  

c. peningkatan efektifitas manajemen dan tata laksana 

organisasi termasuk penerapan st andar operasional 

manajemen dan prosedur operasional standar;  

d.  pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; 

dan  

e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan 

kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM 

Desa/BUM Desa bersama.  

(3) Strategi penguatan peng elolaan Usaha BUM Desa/BUM 

Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa 

bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c 

dijabarkan dalam program atau kegiatan:  

a. pendirian dan pengembangan Unit Usaha BUM 

Desa/BUM Desa bersama;  

b.  pendampingan dan peningkat an teknik pengolahan 

dan produksi;  

c. standardisasi proses pengolahan dan produksi;  

d.  peningkatan kemampuan pengendalian mutu;  

e. pendampingan di bidang pemasaran;  

f.  diversifikasi bisnis pada Usaha BUM Desa/BUM 

Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM 

Desa/BUM Desa bers ama; dan  
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g. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan 

pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama 

dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.  

(4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d 

dijabarkan dalam prog ram atau kegiatan:  

a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUM 

Desa/BUM Desa bersama;  

b.  fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM 

Desa bersama dengan dunia usaha;  

c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM 

Desa bersama dengan lembaga 

pembiayaa n/keuangan;  

d.  fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM 

Desa bersama dengan lembaga pemerintah;  

e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa 

dengan e-commerce; dan  

f.  program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja 

sama atau kemitraan.  

(5) Strategi penguata n pengelolaan aset dan permodalan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e 

dijabarkan dalam program atau kegiatan:  

a. perluasan sumber pendanaan;  

b.  perluasan akses ke lembaga penjaminan;  

c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;  

d.  pengembangan pembiayaan mo dal kerja dan modal 

investasi; dan  

e. program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan 

aset dan permodalan.  

(6) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi 

pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 huruf f dijabarkan dalam progra m atau 

kegiatan:  

a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai 

good corporate governance ; 
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b.  peningkatan efektivitas tata laksana administrasi 

organisasi, keuangan dan usaha yang transparan 

dan akuntabel;  

c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang 

pembukuan  dan laporan keuangan badan usaha; 

dan  

d.  program atau kegiatan lain untuk peningkatan 

kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan 

akuntabilitas.  

(7) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat 

bagi Desa dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud 

dala m Pasal 25 huruf g dijabarkan dalam program atau 

kegiatan:  

a. pemanfaatan potensi Desa dan nilai keekonomian 

budaya di Desa;  

b.  inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha 

masyarakat Desa;  

c. peningkatan nilai tambah produk;  

d.  peningkatan daya saing dan produktivitas usa ha;  

e. bimbingan teknis pengembangan produk;  

f.  fasilitasi pengembangan layanan umum yang 

disediakan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama; dan  

g. program atau kegiatan lain untuk penguatan 

pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan 

masyarakat Desa.  

 

Bagian Ketiga  

Pengembangan  

 

Pasal 27  

(1) Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi 

pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.  

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, 

pengembangan usaha, pengembangan jeja ring 

pemasaran, pengembangan permodalan, dan 

peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan 
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BUM Desa/BUM Desa bersama  dengan program atau 

kegiatan terpadu yang meliputi:  

a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan 

sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usa ha;  

b.  dukungan penyediaan sumber daya untuk 

mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui 

BUM Desa/BUM Desa bersama;  

c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan 

berkesinambungan;  

d.  penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, 

dan/atau kunjungan usaha, sec ara periodik dan 

berkesinambungan;  

e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM 

Desa/BUM Desa bersama  dengan pelaku usaha 

ekonomi lain;  

f.  fasilitasi peningkatan akses permodalan;  

g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja 

sama usaha dan kerja sama non -usaha;  

h.  peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana 

dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan 

baku, bahan penolong, dan kemasan;  

i.  fasilitasi akses BUM Desa/BUM Desa bersama 

kepada sumber informasi dan pemanfaatan 

teknologi tepat guna;  

j.  pemberdaya an dan peningkatan akses BUM 

Desa/BUM Desa bersama ke sumber informasi 

bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun 

internasional;  

k.  dukungan promosi produk termasuk penyediaan 

infrastruktur promosi;  

l.  dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan 

distri busi, serta perluasan jangkauan pemasaran;  

m.  penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas 

pemasaran produk melalui media digital; dan  

n.  program atau kegiatan pengembangan sesuai 

kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.  
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BAB V  

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA  

BUM DESA/BUM DESA BERSAMA  

 

Bagian Kesatu  

Umum  

 

Pasal 28  

Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan 

yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa/BUM 

Desa bersama, termasuk yang dananya bersumber dari:  

a. penyertaan modal Desa;  

b.  penyertaan modal ma syarakat Desa;  

c. hasil atau laba usaha;  

d.  pinjaman; dan  

e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang -undangan.  

  

Pasal 29  

(1) Pengadaan  barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 wajib menerapkan prinsip:  

a. trans paran , berarti semua pelaksanaan dan 

informasi mengenai pengadaan barang dan/atau 

jasa, termasuk syarat teknis administrasi 

pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang 

dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia 

barang dan/atau jasa dan masyara kat Desa;  

b.  akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan 

dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar 

dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;  

c. efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa 

harus diusahakan dengan menggunakan dana dan 

kemampua n yang optimal untuk  mendapatkan hasil 

terbaik dalam waktu yang cepat; dan  

d.  Profesionalitas , berarti pengadaan barang dan/atau 

jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan 

dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki 
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kemampuan dan kompetensi yang memadai di 

bid ang pengadaan barang dan/atau jasa.  

 

Pasal 30  

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 wajib menerapkan kebijakan meliputi:  

a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif 

dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil 

yan g bermanfaat bagi masyarakat;  

b.  menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian 

tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama;  

c. melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, 

akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan 

pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapa t 

dijangkau oleh masyarakat Desa;  

d.  mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Desa dan 

memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Desa 

sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat 

dipertanggungjawabkan;  

e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber day a 

manusia pengadaan;  

f.    bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit 

Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau kepada 

BUM Desa/BUM Desa bersama lain;  

g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan 

inovatif; dan  

h.  memperkuat pengukuran kinerja pengadaan  dan 

pengelolaan risiko.  

 

Pasal 31  

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 harus menerapkan etika pengadaan meliputi:  

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung 

jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan 

ketepat an tujuan pengadaan;  

b.  bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah 

penyimpangan;  
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c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah 

terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang 

terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

yang b erakibat pada munculnya persaingan usaha tidak 

sehat dalam pengadaan;  

d.  menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan 

yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis 

pihak yang terkait;  

e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;  

f.   menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang 

dan/atau kolusi; dan  

g. ti dak menerima, tidak menawarkan, atau tidak 

menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, 

komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada 

siapapun yang  diketahui atau patut diduga berkaitan 

dengan pengadaan barang dan/atau jasa.  

 

Bagian Kedua  

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa  

 

Pasal 32  

(1) Tata cara Pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan 

dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip,  kebijakan, dan etika 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan 

Pasal 31 dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.  

(2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan 

melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, 

harga, dan tujuan yang d apat dipertanggungjawabkan;  

(3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang 

dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa 

dilakukan melalui penyedia barang/jasa.  

 

Pasal 33  

(1) Pengadaan barang dan/atau ja sa dilakukan melalui 

penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 32 ayat (3) dilakukan melalui:  

a. tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas 

guna memberi kesempatan kepada penyedia barang 

dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk 

mengikut i pelelangan;  

b.  tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan 

barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak 

terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;  

c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang 

dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung 

dengan men unjuk satu penyedia barang dan/atau 

jasa; atau  

d.  Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap 

barang yang terdapat di pasar, dengan demikian 

nilainya berdasarkan harga pasar.  

(2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam prosedur 

operasional standar yang dibahas dan disepakati 

bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan 

pengawas.  

 

BAB VI  

KETENTUAN PENUTUP  

 

Pasal 34  

BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ada sebelum 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib me lakukan 

penyesuaian dan pemberitahuan perubahan paling lama 1 

(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini 

diundangkan.  

 

Pasal 35  

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengunda ngan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 31 Maret 2021  

 

MENTERI DESA,  

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  

TRANSMIGRASI  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd.  

 

ABDUL HALIM ISKANDAR  

 

Diu ndangkan di Jakarta  

pada tanggal 1 April 2021  

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

  ttd.  

 

WIDODO EKATJAHJANA  
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